
SAI-INAN

BUPATI I(ARANGANYAR
PROVINSI JAIIIA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 17 TAHUN 2O2I

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 106 TAHUN 2O2O TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 202 1

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

a. pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari

Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dilakukan maping

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang Bersumber

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2OI9

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2O2O tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

b. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran

pelaksanaan kegiatan pembayaran dari Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan

dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten

Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar

Nomor i06 Tahun 2O2O tentang Penjabaran Anggaran

I



Mengingat

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2 7

perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2O2O tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2O;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421O);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2O2O tentatg Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,



Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah,un 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2Ol2 terrlang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 604l);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLT tentang
Hak Keuangan dan Administrasi pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20t7 Nomor 106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 20 I 9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan

Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 20 1 1 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 16 Tahun 201 1 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);



Menetapkan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 1447);

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor B8B);

2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 202O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1781);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Nomor 9031219 l2O2O Tahun 2O2O tentang Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KARANGAI{YAR NOMOR 106

TAHUN 2O2O TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2021.

Pasal I
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan

Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2O2O tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) diubah sehingga

berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan

1n1.



Peraturan Bupati

diundangkan.

Pasal II
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 202 1 NOMOR 17

Salinan sesudai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala B Hukum

ZUL IKAR DIDH
NIP. 19750

; T
I

I

11 199903 1 0009

tr


